
KOMISI PEMILIHAN UMUM 

KABUPATEN GRESIK

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM 

KABUPATEN GRESIK 

NOMOR 17 /H K .03 .1 /3 5 2 5 /2 0 2 1  

TENTANG

UNIT PENANGANAN PENGADUAN MASYARAKAT 

DAN UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI 

PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GRESIK

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GRESIK,

M enim bang a. bahw a dalam  rangka  m encip takan  ta ta  kelola 

pem erin tahan  di lingkungan Komisi Pem ilihan Umum 

K abupaten  G resik yang ju ju r , bersih , b eb as dari 

korupsi, kolusi, d an  nepotism e, se rta  m en indak lan ju ti 

pelaporan  d a n /a ta u  pengaduan  dari m asyarakat, 

perlu  d iben tuk  U nit Penan ganan  Pengaduan  

M asyarakat dan  U nit Pengendalian G ratifikasi pada  

Komisi Pem ilihan U m um  K abupaten  Gresik;

b. bahw a b e rd asa rk an  pertim bangan  sebagaim ana 

d im aksud  pada  h u ru f  a, perlu  m ene tapkan  K epu tusan  

Komisi Pem ilihan Um um  K abupaten  Gresik ten tan g  

U nit P enanganan  Pengaduan  M asyarakat d an  Unit 

Pengendalian  G ratifikasi Pada Komisi Pem ilihan 

Um um  K abupaten  Gresik;

M engingat 1. U ndang-U ndang Nomor 28 T ahun  1999 ten tan g  

Penyelenggara Negara yang bersih  dan  bebas dari 

Korupsi, Kolusi, d an  Nepotisme (Lem baran Negara 

Republik Indonesia  T ahun  1999 Nomor 75, T am bahan  

Lem baran Negara Republik Indonesia  Nomor 3851);

jdih.kpu.go.id/jatim/gresik



-2- 

 

2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang 

Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 3874) sebagaimana telah diubah dengan 

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang 

Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 

1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi; 

3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang 

Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846); 

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 

Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 

Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah 

dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 

tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 

Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan 

Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398); 

5. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang 

Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109); 

6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang 

Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4890); 

7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 

2015 tentang Pengendalian Gratifikasi Di Lingkungan 

Komisi Pemilihan Umum (Berita Negara Republik 

Indonesia Tahun 2015 Nomor 1695); 
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8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 

2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, 

Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi 

Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara 

Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320), 

sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir 

dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 

Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan 

Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang 

Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan 

Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum 

Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia 

Tahun 2021 Nomor 786); 

9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 

2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan 

Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan 

Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi 

dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum 

Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia 

Tahun 2020 Nomor 1236); 

 

Memperhatikan : Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum 

Kabupaten Gresik Nomor 59/PK.01/3525/2021 tentang 

Unit Penanganan Pengaduan Masyarakat dan Unit 

Pengendalian Gratifikasi Pada Komisi Pemilihan Umum 

Kabupaten Gresik, tanggal 25 Oktober 2021 

 

MEMUTUSKAN : 

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN 

GRESIK TENTANG UNIT PENANGANAN PENGADUAN 

MASYARAKAT DAN UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI 

PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GRESIK. 

KESATU : Membentuk dan menetapkan Unit Penanganan 

Pengaduan Masyarakat pada Komisi Pemilihan Umum 

Kabupaten Gresik sebagaimana tercantum dalam 
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Lampiran I Keputusan yang merupakan bagian tidak 

terpisahkan dari Keputusan ini. 

KEDUA : Unit Penanganan Pengaduan Masyarakat pada Komisi 

Pemilihan Umum Kabupaten Gresik, sebagaimana 

dimaksud dalam DIKTUM KESATU, mempunyai tugas: 

1. menerima dan melakukan pencatatan pengaduan 

masyarakat; 

2. melakukan telaah terhadap berkas pengaduan 

masyarakat; 

3. menyampaikan telaah pengaduan masyarakat 

kepada rapat pleno dan menindaklanjuti hasil rapat 

pleno. 

KETIGA : Membentuk dan menetapkan Unit Pengendalian 

Gratifikasi pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten 

Gresik sebagaimana tercantum dalam Lampiran II 

Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan 

dari Keputusan ini. 

KEEMPAT : Unit Pengendalian Gratifikasi pada Komisi Pemilihan 

Umum Kabupaten Gresik sebagaimana dimaksud dalam 

DIKTUM KETIGA, mempunyai fungsi untuk: 

1. Pengarah Unit Pengendalian Gratifikasi 

melaksanakan fungsi pengarahan kepada Unit 

Pengendalian Gratifikasi untuk melaksanakan proses 

pengendalian gratifikasi yang efektif, efisien dan 

akuntabel di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum 

Kabupaten Gresik; 

2. Ketua dan anggota Unit Pengendalian Gratifikasi 

melaksanakan fungsi: 

a. melakukan koordinasi dengan Unit Pengendalian 

Gratifikasi Komisi Pemilihan Umum Republik 

Indonesia dalam hal koordinasi pencegahan 

Gratifikasi di Lingkungan Komisi Pemilihan 

Umum Kabupaten Gresik; 

b. penerimaan laporan gratifikasi, pemilihan 

kategori gratifikasi,melakukan pemeriksaan dan 

verifikasi laporan gratifikasi dan memfasilitasi 
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